LAMPIRAN II1

WARTA PRRUNDANG-URDANGAN

EKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDORESIA

NOMOR : 1250/KMK.013%/1988
TENTANG
USAHA ASURANSI JIWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDORLESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalamn rangka meningkatkan kegiatan usaha
asuransi jiwa di Indonesia, perlu diberikan  ke-
sempatan yang lebih luas bagi para pihak yang
ingin berusaha dalam bidang asuransi jiwa dan ke-
leluasaan bagi perusahaan asuransi jiwa dalam men
jalankan keglatannya;

bahwa untuk mengembangkan usaha asuransi jiwa
yang sehzt dan bertanggung jawab, perlu  penga-—
turan usaha sehingga tujuan perusahaan tercapai
dan dapat menunjang pembangunan nasional;

bahwa séhubungan dengan hal-hal tersebut di atasg
dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kem
bali ketentuan mengenai Usaha asuransi Jiwa,

Mengingat :

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata (Staatsblad

1847 Nomor 23); .

Kitab Undang-Undang Hukwa LDagang (Staatsblad
1847 Womor 23) schbagaimana telah beberapa kali

diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - un-

dang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Kegara Tahun

1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Hegara 2559);

. Ordonnantie op het Levensversekeringbedrijf {Sta-

atsblad 1941 Womor 101);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 teantang 2okok-
Pokok Perkoperasian (Lembaran Wegara Tahua 1967

Nomor 23, Tambahan Lembaran Fegara Tahun 1967 Fo-
mor 2832);

ey
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ey,

5-

6.

Keputusan Presiden Womor 44 dan 45 Tahun 1974
juncto Keputusan Presiden Zomor 57 Tahun 1980 ten
tang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 64/1i Tahun 1938;

NEMUTUSEAY

Menetapkan : EEFUTUSAN MEWTFRI KRUANGAN REPUBLIK INDORE-

S5IA TENTAKG USAHA ASURANSI JI%A
BAB T
¥ETENTUAN UMUNM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

a.
b.

Menteri adalah ¥enteri Keuangan;

Perusahaan Asuransi Jiwa kasional adalsh badan
usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
dan telah memperolen Izin Usaha dari Menteri;
Perusahaan asuransi Jiwa Patunsan (joint venture)
adalah perusahaan asuransi jiwa yang sebagian
sahamnya dimiliki oleh Fihak asing dan didirikan
berdasar nukune Indonesia dan telah memperoleh I-
zin Usahs dari Menteri; s
Izin Usaha adalah izin untuk melakukan usaha asu-
ransl jiwa atau usaha jasa aktuaria yang ditetap-
kan oleh Menteri;

Pihak Aring adalgh Perusahaanh Asbransi Jiwa yang
didiriken tidak berdasarkan hukum Indonesia;

Dana Jaminan adalah dana yang wajib disisihkan
dan ditempatkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Ha-
sional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan
dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama Menteri

QQ perusahaan yang bersangkutan pada bank milik
Pemerintah di Indonesid;

ey
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Aktuaris adalah seseorang yang berdasarkan latar
belakang pendidikannya memiliki keahlian  untuk
melakukan perhitungan matematis asuransi jiwva;
Kantor fktuaria adalah perusahaan yang mewteri-
kan jasa dibidang aktuaria;

Program Asuransi Jiwa adalan jenis asuransi jiwa

yang disediakan oleh perusahaan asuransi Jiwa

sebagal penanggung, dengan menerima premi dar.
menjanjikan pembayaran sejuwmlah uang yvang dida-
sarkan pada hidup atau matinya tertanggung kepa-

da seseorang, sebagai tertanigung atau ahli wa-

risnya atau yang ditunjuk;

Batas Tingkat Solvabilitas (Solvency Margin} a-

dalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan

untuk diperhitungkan (Admitted Assets) terhadap

kewajiban;

Cadangan Premi adalah cadangan matematis dari

prerl yang dihimpun dan disisihkan berdasarkan

perhitungan aktuaria uatuk menjamin semua kewa-

Jiban keuangan perusahaan asuransi jiwa berupa

pembayaran klaim karena kematian, klaim penebus-

an dan klaim jatuh tempo terhadap memegang  po-

1lis; '

Kantor Cabang adalah cabang, perwakilan, atau

unit usaha dari suatn perusahaan asuransi atau

Kantor Aktuaria yang organisasi, keuangan, pemi-

likan dan kepengurusannya merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kantor pusatnya;

Investasi adalah dana yang ditanamkan pada  je-

nig~jenis investasi di luar kegiatan perusaha-

an sendiri dan sebagai imbalan dari penanaman ter
sebut diperoleh suatu hasil berupa bunga, sewa

atau bagian dari laba;

S
vl

iy
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n. Pinjaman polis adalah pinjaman yang diberikan kepada

pemegang polis dengan jaminan polis asuranei jiwa
yang telah mempunyai nilai tunai; -

BAB II
IZIN USAHA

Pasal 2

(1) Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa

dan usaha jasa aaktuaria wajid diperoleh Izin Usaha
dari Menteri.

(2) Terhadap pewmberian Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

BAB TIT
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama
Perusahann Nasional

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh lzin usaha Ferusahaan Aesu-~
rangl Jiwa Nasional adalah sebagai berikut :

1.
2,

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
Modal Disetor bagi Perseroan Terbatas atau Junlahn
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi seku-

rang-kurangnya fp 2.000;000.000,— (dua milyar rupiah);

Memiliki Dana Jaminan sebesar 20% (dus puluh per se-

ratus) dari Modal disetor atau Simpanan Pokok dan
Simpanan wajib;

Bagi Perseroan Terbatas seluruh sahamnya dimiliki

warga negara Indonesia dan atau badan usaha nasional;

Bagl Perseroan Terbatas anggota Dewan Komisaris dan
Direksi seluruhnya warga negara Indonesia;

Pada Perseroan Terbatas Jabatan Direksi, atau pada Xo
perasi Jabatan Pengurus, tidak dapat dirangkap dengan
jabatan Pimpinan pada perusahaan lain;
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7. Memiliki Nomor Fokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Untuk menperoleh Izin Usaha TFerusahaan asuransi Jiwa

Nasional, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada

Menteri.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayot (1)  di-
lampiri dokumen sebagai berikut :
a. Akte pendirian yang telah disahkan menurut keten-

tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b, Bukti pelunasan lodal Disetor bagi Perserocan Ter-

batas atau Simpanan Pokok .dan Simpanan Wajib bagi
Koperagi berikut bukti penyetorannya pada bank
di Indonesia;j _

c. Bukti penempatan Dana Jaminan sebesar 20% ( dua

pulubh perseratus) dari kodal Disetor atav Simpan-
an Wajib;

o]

d. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan pada
perusahaan lain darl Direksi perusahaan atau pe-
ngurus kKoperasi;

e. Program Asuransl Jiwa yang akan dipasarkan dan
uraiannya yang telsh disahkan oleh kantor aktu-
aria, berikut contoh polis;

f. NPWP Perusahaan;

g. Neraca Pembukaan.
Pasal 5

Usaha jasa Aktuaria dilakukan oleh perorangan iWarga
Negara Indonesia atau Perseroan Terbatas atau Xope-
rasi. |

Pergyaratan untuk memnperoleh Izin Usaha Jasa Aktua-
ria Perorangan adalah sebagai berikut :

a. Aktuaris Warga Negara Indonesiaj;

b. Memiliki Nomor Pokok ¥Wajib Pajak.
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(3).Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria

dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Eoperasi sebagai
mana dlmaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
f, Memiliki akte pendirian yang disahkan menurut ke-

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mewpekerjakan dktuaris yang bekerja secara tet

o]

¢. Pimpinan kantor Aktuaria tidak bolen merangkap Jja-
batan eksekutip pada perusahaan lain;

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

e. Memiliki Neraca Pembukaan.

Fasal 6

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaris Nasional pemo-

hon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan me-

nyampaikan bpkti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaima-
na ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan ini.

Pasal T

{1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha sebagaimana di-

(2)

(3)

(4)

maksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilakukan
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lenzkap.
Penclakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 dan atau
b. memberi keterangan dan bukti persyaratan yang

tidak benar.

Izin Usaha Ferusahaan Asuransi Jiwa Kasional dan I-
zin Useha Jasa Aktuaria Rasional berlaku selama nper-
usahaan masih menjalankan usahanya.

Contoh surat permohonan Izin Usaha, Keputusan Pembe-

rian Izin Usaha, dan penolakan pewmberian Izin Usaha

Perpustakaan Unik



(2)

(3)

(4)

berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagai law-

piran I la, 1b dan lc Keputusan ini,

Bagian Kedua

Perusahaan Patungan
Pasal 8

Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan hanya dapat didi-

rikan dalambentuk Persercan Terbatas dan wajib cen-

perovleh Izin Usaha dari Menteri.

Perusahaan asuranei Jiwa Patungan dapat didirikan dg

ngan cara

a. Membentuk Perseroan Terbatas antara Ferusahuan a-
suransi Jiwa Wasgional dengan Pihak nsing;

b. Penyertaan Tihak Asing pada Perusahaan Asuranei
Jiwa Nasional,

Pihak Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir  sceczra

berturut-turut telah memenuhi ketentuan nmengenal

Batas Tingkat Solvabilitas sebagaimana diwaiksud da-

lam pasal 20 ayat (1).

Pihak Asing adalah perusanaan asuransi jiwa vang

bonafide dan memiliki reputasi baik serta telah men-

Jalankan usaha sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ter

akhir,

Pasal 9

Persyaratan untuk mendirikao FPerusahaan Asuransi Jiwa Pa
tungan adalah sebagal berikut :

1.

+

Berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki ak%te pendi-
rian yang disahkan menurut ketentuan peraturan  per-
undang-undzangan yang verlaku; '

Saham_yang dimiliki oleh Pihak Asing sebanyak-banyak-
nya 80% (delapan puluh perseratus);

Modal Disetor sekurang-kurangnya j 4.500.7200.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah);
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Menempatkan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh per-
seratus) dari lodal Disetor;

.Memiliki akte perjanjian kerjasama dalsw bahasa Indo-

nesia yang telah ditandatangani oleh kedua belsh pi-
hak yang didalamnya terkandung arah' Indonenesianisasi
dalam pewilikan saham;

. Memiliki neraca pembukaan;

Sebaglian Komisaris dan Direksi harus warga negara
Indonesia;

Direksi tidak boleh merangkep jabatan eksekutif ai
perusahaan lain;

liemiliki Homor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Pasal 190

(1) Untuk mendapat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalem

Pasal 8, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada

‘Menteri dengan melamplirkan dokumen sebagai berikut :

a. Akte pendirian Perseroan Terbatas atau Akte Per-
vbahan Perseroan Terbatas yang telah  memperolen
pengesahan dari Menteri Kehakiman;

b. Bukti pelunasan Modal Disetor berikut bukti penye
torannya pada bank di Indongsia; .

¢. Bukti penempsatan Dana Jaminan sebesar 10% {( = dua
puluh perseratus) darl Modal Disetor;

d. Perjanjian Usaha Patungan dalam bahasa Indonesia
yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak
yang didalamnya terkandung arah Indonesisasi da-
lam pemilikan saham;

e. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Pihak Asing un-—
tuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit
Akuntan Publik;

f. Neracar dan Perhitungan Rugi/Taba Perusahzsan Asu-

ransi Jiwa Nasional untuk tahun buku terakhir

Perpustakaan Unik



(1)

(2)

(3)

9

- yang telah diaudit Akuntan Publik, serta perhitung-
an Tingkat Solvabilitas selama 2 (dua) tshun  ter-
akhir.

g£. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagal
Direksi pada perusahaan lain;

h. Program asuransi jiwa yang akan dipasarkan daui
uraiannys yang telan disahkan oleh Fantor Aktuaria
berikut contoh Polis;

i. WPWP Ferusahaan Asuransi Jiwa Patungan;

j. Neraca Pembukuan Perusahaan sguransi Jiwa Patungan;
Pasal 11

Kantor tktuaria Nasional dapat melakukan usaha patunz
an dengan kantor aktuaria asing dalar bentuk  Perse-
roan Terbatas dan wajib memperolen-Izin Uszha dari

Menteri. ]

Fantor afktusria Patungan sebagaimana dimaxsud  dalaaq

ayat (1) pemilikan sahamnya adalah antara kanter

aktuaria -nasional dengan kantor aktuaria asins.

Persyaratan untuk memperoleh izin usana jasa aktuaria

patungan sebagaimana dimakeud dalam ayat (1) adalah

sebagal berikut : y

8., Memlliki akte pendirian Persercan Terbatas atau
akte perubahan Perseroan Terbatas yang telah mem-
peroleh pengesahan dari lenteri Kenakiman;

b. Saham yang dimiliki oleh pihak asing sebanyak-
banyaknya 80% (delapan puluh perseratus);

c. Memiliki akte perjanjian kcrja sama dalam bahasa
Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua
belah pihak yang didalamnya terkandung aran Indo-
nesianisasi dalam pemilikan saham;

d. Mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga
aktuaria yang bekerja secara tetap;




10

‘e. Pimpinan kantor aktuaria patungan tidak boleh

merangkap jabatan eksekutip pada perusahaan yang
lain;

f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

g. Sebagian Komisaris dan Direksi harus warga negara
Indonesia;

h. Femiliki neraca pembukaan.

Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria patungan pewmo-

hon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan

‘menyampalkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagalma
na ditetapkan dalam pasal 11 Xeputusan ini.

(1)

(3)

(4)

“Pasal 13

Pemberian atau penolakan Izin Usaba sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 10 dan 1l diberikan selambat-lar-

vatnya dalam wjangka waktu 30 {tiga puluh) hari ker-

ja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Penclakan pemberlan Izin Usaha sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimakesud da-
lam Pasal 9, 10, 1l dan 12, dan atau

b. memberi keterangan dan bukti pefsyaratan yang ti-
dak benar.

Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dan

Izin Usaha Jasa Aktuaria Patungan berlaku selama per

usahaan masih menjalankan usahanya.

Contoh surat permohonen Izin Usaha, Keputusan pembe-

rian Izin Usaha dan surat penolakan I:in Usaha ber-

ikut alasan-alasan penolakan adalah sébagaimana Lar-

piran I 2a, 2b dan 2¢ Keputusan ini.

Perpustakaan Unik
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Bagian Ketiza
Penggunaan Tenaga Abli Asing
Pasal 14
(1) Perggunaan tenaga ahli asing oleh Perusahaan AsUu-

ransi Jiwa Nasional atau Kantor Aktuaria HWasional
dilakukarn berdasarkan Perjanjian Manajemern (Manage -
ment Agreement) atau Ferjanjian Kerjasama Teknis Te-
naga Ahli (Technical Assistance igreement).

(2) Isi perjanjian sebagaimana diwaksud dalam ayat (1)
yang pokok-pokok pensaturannya ditetapkan dalam Lawm-

piran IT Keputuesan ini wajib dilaporkan kepada IMei:~
teri.

Bagian Keempat

Direksi dan Pengurus

Pasal 15

Pengangkatan Direksi atau Pengurus yang btaru wajib dila-
; porkan kepada Menteri berdasarkan syarat sebagaimana di-
; maksud dalam Pagal 3 butir 6 dan Pasal 9 butir 8.

Bagian Kelima :
Penbukaan Kantor Cabang ; _ )
Pasal 16

(1) Setiap pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukeh
Jjika Perusahaan Asuransi Jiwa Nagional atau Perusara
an Asuransi Jiwa Patungan secara berturut-turut se-
lama 1 {satu) tahun terakhir memenuhi ketentuan ten-
tang Batas Tingkat Solvabilitas (Solvency Margin }
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan men
dapat persetujuan dari Nenteri. )

(2) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimak

sud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya da-
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lam 30 {tiga puluh) hari kerja sejak permohonan di-
terima secara lengkap.

(3) Contoh surat permohonan surat persetujuan dan surat
penolakan pembukaan kantor berikut alasan-alasan pe-
nolakan adalah sebagaimana Lampiran I 3a, 3b dan 3c
Keputusan ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglan Pertama
Penutupan Polis

Pasal 17

Penutupan polis asuransi jiwa dapat dilakukan dalam mnata

uvang rupiah atau dalam mata uang asing.
Pasal 18

Setlap Kantor Aktuaria yang telah memperoleh Izin Usaha

dari Menteri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memberi jasa konsu tasl aktuaria yang tidak dipenga -
ruhi oleh pihak manapun; -

b. menyusun laporan perhitungan atau penilaian kewajihan
Perusahaan Asuransi Jiwa dan Dana Pesiun didasavkan

pada prinsip-prinsip aktuaria.

Bagian Kedua

Pemasaran Prograin
Pacsal 19

(1) Pemasaran Program Asuransi Jiwa yang baru wajib men-
dapat pengesahan dari Xantor Aktuaria dan wajib di-
laporkan kepada Kenteri. .

(2) Laporan scbagaimana dimaksud dalaz ayat (1) dileng-
kapi dengan :

Perpustakaan Unik
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(3)

(1)

(2) Kenaikan Cadangan Premi sebagaimana dimaksud da

(3)

(4)

z. Traian tentang Santunan, Bumus Aktusria dan Tarip
dari Program Asuransi yang akan dipasurkan, fan

b, Tabel Tarip, Cadangan Frewi dan Eilai Tunai.
Dalem hal terdapat ketidaktepatarn dalam perhitungan
serta dasar-dasar perhituaaran program asuransi  Jjiwa
yang baru, Ienteri dazat wewmerintahlkan pcerusashaan a-
suraansi Jjiwa yang versangicutan melakukain penycsunian
SepeEriunys.

Bagian Ketiga
FPenbentukan Cadangan Preat

Pasal 20

Perusahaan Asuransi Jiwa laslonal dan Terusianan o=
suransi Jiwa Patungan setiao tahun wajib  mewhentui

Cadangan Premi secavra aktuakial dan setiap saat seue

-

nohi Batas Tinxkatl Solvabilitas (solvency Farcin

yang pengaturannya ditetapikan dalam Lampiran XIT Ke-

putusan ini.

[5e)

Hw
ayat (1) werupakan dana cadansan yang dipervolehxan
untuk dikurangkan sebagal biaya setelah mendapat ne—
ngesahan Menteri. .

Pengesahan atau penolakan Menteri secbagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) wajib diberikan dalam janska wak-
tu selambat-lambatnya 30 {tigza puluh) hari kerja

jak diterimanya permohonan secara lengkap.

Contoh surat permohonan pengesahan, surat pengesahan
dan surat penolaskan pengesahan pembentukan <Tadangan
Premi berikut alasan-alasan penolakan adalah  ssba-

galmana Ladpiran I 4a, 4b dan 4c keputusan ini.

Perpustakaan Unik
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Bagian Xeempat

Pertanggungan Taubahan
Pasal: 21

Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident In-~
surance) dan Asuransi Kesehatan (Helath Insurance) hanya
dapat dipasarkan sebagai pertanggungan tam%ahan ( benefit
rider), dengan ketentuan bahwa jumlah Santunan pertang -
gungan tambahan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali  jumlah
uang pertanggungan Pokok.

Bagian Kelima
Investasi

Pasal 22

(1) Sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus)
dari Cadangan Premi yang dibentuk wajid diinvestasi -
kan di Indonesia dan hanya diperkenankan pada jenis-~
Jenis investasi sebagai berikut :

a, deposito berjangka;

b. tanah dan bangunan; -

¢. hipotik; |

d. pinjaman polis;

e. saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang
terdaftar di Bursa Efek dan Bursa Paralel.

(2} Penyimpangan terhadap ketentuan dalaun ayat (1) hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(3) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana  di-
maksud dalam ayat (2) diberikan selambat - lambatnya T
dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap.

(4) Contoh surat permohonan, surat persetujuan dan surat

penolakan terhadap penyimpangan ketentuan dalam ayat
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1%

(1) berikut alasan-alasan penolakan adalesh selagai-

mana Lampiran 5a, 5b dan 5c¢ Xeputusan ini.,
Pasal 23

Perusahaan asuransl Jiwa Nasional dan Perusansan

Lsu-

ransi Jiwa Patungan dilarang melakukan investasi dengan

dana yang bersumber dari pinjaman dalam bentuk agapun.

Bagian Keenem

Dana Jaminan

Pasal 24

Setiap tahun Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Fer-

usahaan Asuransi Jiwa Patubgan Wajld menempatkan

bahan Dana jaminan sebesar 45 o/00 (empat pulih)

perseribu) dari Cadengan Premi yang &ltentuk dalam
hun sebelumnyas.

Fasal 25

(1) Dana Janinan yang ditetapkan dalam Keputusan

tan-—
1ims

ta-—

-ini

dapat dicairkan atas persetujuan Menteri untulk me-

menuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Hasional

atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan.
(2) Pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilalukan :

dalam

a. atas permohonan Perugahaan isuransi Jiwa Nasio -

nal atau Perusahaan asuransi Jiwa Patungan

~

yang

bersangkutan karena kesulitan likuiditas; atsau

b. atas perintah eksekusi pengadilan yang
nang; atau

c¢. atas permohonan Perusahaan isuransi Jiwa

berve—

nasio-—

nal atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang

bersangkutan karena dicabut Izin usahanya.




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Dalam hai Dans Jaminan dicairkan untux newmenunl ke-
waliban sebagaibana.dimaksud dalaw ayat (2} haruf

a dan b dalam waktu 3 (tisa) bulan sejak tanseal
pencairannya, Perusahaan asuransi Jiwa Yasional atau

Perusahaan asuransi Jiwa Patunsan yang bersangicutan

2

walilo memenuhi kennall Daan Jasinan sevesgar Jang
telan dicairican.
Bagian Ketujuh
Laporan
Fasal 27
Setiap Perusahaan Asuransi Jiya Hasionsl dan Fer-

usahaan asuransi Jiwa Patungen wajiv senyaumpsikas la

poran Xepada Fenteri atau pejabat yanz ditunjiuiiny:n

terdivi dari :

a. Laporan tanunan yaitu : lagorai Leuansgan, lazoran
operasional dati laporan investasi;

b. Laporan triwulan mengenai tingkat solvabilitae,

Laporan keuangan tanunan yang belum diaddit, laporan

operasional dan laporan itnvestasi wajib disampaikan

selambat-lanbatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnga

tahun buku yang bersangkutan

oleh

Akuntan Publik wajib disampaikan selambat-lambatnya

Laporan keuwangan tahunan yang telah diaudit

le {dua beias) dbulan setelah berakhirnya tahun btuku

yang bersangkutan.

Laporan operasional yang telab disahkan oleh aktuaris
wajib disampaikan selambat-lambatnya & (enam) bulan

setelah berakhirnya bu tanun buku yanz bersanskutan.

Laporan tingkat solvabilitas wajib disawpaikan  se-
lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tans-
gal pelaporan.

57
vl

iy

Perpustakaan Unik



(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Kelambatan menyatpaikan laporan keuangan laporan o-
perasional, laporan investasi atau lagoran tingkat
solvabilitas sebagaimana dimaksud delam ayat (1},
(2), (3), (4) dan (5) dikenakan denda sebesar R

100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambal

an yang harus disetor ke Kas idegara,
Pasal 27

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Singkat atau Perhi-
tungan sisa Fasil Usaha Singkat berdasarkan laporan
keuangan yang belum diaudit wajib diumumkan dalaw
surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun buku yang bersangsutan.
Kelambaten wengumurken Neraca dan Perhitungan Laba/
Rugi singkat atau perhitungan sisa Hasll U#aha Sing-
kat aebagaimana dimaksul. dalam ayat (1)  dikenakan
denda & 100.000,- {seratus ribu rupieh) setiap hari
kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 28

Setiap Kantor Aktuaria wajib menyampaikan laporan
sebagai berikut :

a. Laporan tahunan keuangan;
b. Laporan operasional tiap semester.
Laporan keuangan tehunan yang telah diaudit oleh A4~

kuntan Publik Wajib disampalkan selambat-lambatnya

12 (dua belas) bulan setelanr berakhirnya tahun buku’

yang bersangkutan.

Laporan operasional disampalkan selambat - lauwbatnya
& (enam) bulan setelah berakhirnya semester bersang-
kutan,

Kelambatan menyampaikaﬁ laporan keuangan atau lapor-
an operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Perpustakaan Unik
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(2) dan (3) dikenakan depda sebesar R 100.000,- (se-
ratus ribu rupiah) setilap hari kelambatan yang harus
disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

Setiap perubahan alamat kentor pusat atau cabang wajib
dilaporkan kepada menteri.

Bagian Kedelapan
Pémeriksaan Langsung

Pasal 30

(1) Dalam rangkea pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi
jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan,
Menteri atau pejabatan yang ditunjuknya dapat mela-
kukan pemeriksaan langsung.

(2) Pemeriksaan langsung bertujuan untuk :

a. mengebahul ketaatan terhadap ketentuan dalam per-
aturan perundangan dibidang asuransl jiwa;

b. mendapatkan bahan masukan yang diperlukan dalam
rangka pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat.

(3) Pemeriksaan langsung terhadap perusahasn asuransi
jiwa, dapat dilakukan secara berkala atau apabila ;
. dari laporan yang disampaikan oleh perusahaan y;43

bersangkutén diketahui adanya penylmpabgan;

b. ada keterangan dari sumber yang dapat dipertang -
gﬁngjawabkan yang dipandang dapet membahayakan
kepentingan masyarakat tertanggung.

(4) Pihak yang diperikea wajib memperlihat buku, catatan
dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlu-
kan dalam pemeriksaan.

(5) Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksa-—
an.



Y

[
0O

Pasal 31

(1) Pihak yang diperiksa berhak menolak dilakukan peme-
fiksaan langsung apabila pemeriksa tidak  memenuhi
tata tertib pemeriksaan.

(2) Tata tertib pemeriksaan sebagaimana dimaksud  dalaw
ayat (1) meliputi :

a. Pemeriksa herus dilengkapi Surat Perintah  Peme-
riksaan yang ditandatangani oleh Merteri atau pe-
jabat yang ditunjuknya

b. pemeriksa harus memperlihatkan Surat Perintah Fe-
meriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke-
pada pihak yang diperiksa,

Pasal %2

Menteri atau pejabat yang ditunjuknya wenyampaikan hasil
pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa.

Pasal 33

Apabila pihak yang diperiksa menghambat jalannya pemcrik

saan seningga menyebabkan tertundanya pemeriksaan maka

-yang bersangkubtan dinyatakan melanggar Keputusan ini
dan dikenakan sanksl sebagaimana dimaksud dalam Fas&l
35.

Bagian Kesembilan
Keagenan
Pasal 34

(1) Dalam menjalankah usahanya Perusahaan Asuransi Jiwa
Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, da-
pat mempergunakan agen asuransi jiwa yang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan,

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Ferusahaan a—
suransi Jiwa Patungan bertanggung jawad sepenuhnya
terhadap segalsa akibat dari tindakan agennya.

Perpustakaan Unik



(1)

(2)

(4)

BAB V

SANXGSI
Pasal 35

Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Rasional, Per-

usahaan Asuransi Jiwa Patungan, Kantor Aktuaria Na-

sional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut apabile

a., berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi  kewa-
jlbvannya; atau

c. melanggar ketentuan-~-ketentusn Keputusan ini,

Pencabutan Izin Usaha sebagaimanz dimaksud dal&z=

ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan :

a&. peringatan secara tertulis kepada yang bersangkix
an sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut  dengan
tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;

b. larangan melakukan penutupan pertanggungan bara
untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhir-—
nya masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,

cc. larangan memberikan jasa konsultasi aktuaria un-
tuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnys
masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud da-
lam huruf a. :

Lpabila sebelum berakh:rnya masa larvanzan sebagaima-

na dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan ¢, telak di -

penuhi ketentuan dalam-Feputusan ini, maka larangan
penutupan pertanggungan baru dicabut.

Apablla dalam jangka waktu larangan sebagaimans J&i-

maksud dalam ayat (2) huruf b dan c tidak Juga dila-—

kukan pemenuhan ketentuan dalam Xeputusan ini, maksa

Izin Usaha Perusahaan asuransi Jiwa Nasional atau

Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan atau Kantor Aktua—

ria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut.

20
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Pasal 36

Setiap perusahaan asuransi Jiwa Nasional atau Ferusahaan

asuransi Jiwa Patunsan yzng telah dicabut Izln usahanya,

wajib :

a. Yemindahkan pertanggunsan yans masih berjslatb kepaia
penangegung lain atau mengexbalikan Nilal Tunal yang
menjadi hak tertanggung;

b. ¥Menyelesaikan kewajibvan klaie dan kewaiitan laionye.

BaB VI
EETENTUAY PTRALIVAN
Fasal 37

(1) Pada saat berlakunya Xeputusan ini sewua Ferugahs-—
an Asurangi Jiwa Vasional, I-rusahaan izuransi Jiwa
Patungan dan Kaator Aktuaria yang tclah mendapat izin
dari Merlerl dlanggap telan mecdapatkan izin Yerdarsay
kan Keputusan ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatrya 2 {dua) tahun

R ternitung sejak ditetapkannya Xeputusan ini Perusahsa-~

an Asuransi Jiwa Nasional, Terusanhsan asuransi Jiwe

Wk,

Patunzan, dan Kantor aktuuria Nasional wajib mememanil
seluruh ketentuan Keputusan ini kecunli seluruh keten
tuan Keputusan ini tecunli ketentuan Pasal 3 bvutir 1
bagl Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional Galaaw bentui
Usaha Bersama (Mutual) yane telah ada,

{(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksusd dzlas ayat
(1) tidak dipenuhi, maka ¥enteri mencabut Ixnin Usaha

Perusahaan asuransi Jiwa Hasional atau FPerusahsan

L™

suransi Jiwa Patungan atau Xantor Aktuaris Pasioanl

atau Kantor Aktuaria Patungan yang bersangkutan.

Perpustakaan Unik



3aB VII
KETERTUAL PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan-keten-
tuan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1.

Kerutusan ¥Menteri Xeuangan Republik Indonesia Souwor
Kep 187/¥k/IV/4/1970 tangzal 2 ipril 1970 tentang Per
aturan Asuransi atas Obyek-obyek Asuransi Jiwa  Tang

aAda di Indonesia;

Keputusan Menterl Keuangan Republik Indonesia  Fomor
Kep.351/Mk/IV/4/1975 tentang Pengarahan Dana Investa-
sl Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;

Keputusan Menteri Keuangan Kepublik Indonesia  Fomor
346/K¥K.011/1979 tanggal 4 4gustus 1979 tentang Ca-
dangan Premi dan Sisa lebih Kekayaan (Solvency Margirn!
dari Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesisa;
Keputusan Menteri “euangan Republik Indonesia  omor
107 /MK ,011/1983 tanggal 2 Pebruaril 1983 tentang Fe-
meriksaan langsung terhadap usaha perasuransian;
Keputusan Menteri Keuangan Renublik Indonesia Yomor
756 /KME.013/1987 tanggal 24 Kopember 1987 tentang
Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia = Xomor
751/FFK.013/1988 tanggal 23 Juli 1988 tentams Perubah
an Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Fomor
756 /MK1M.01%/1987 = »u tanggal 24 Kopember 1957  teiim
tang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwza di
Indonesia ;

dan seluruh peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi.

22
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Pasal 39
Keputusan ini Yberlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang wengetahuinya, memeriutahkan peng-

umuman Keputusan ini dengan menewmpatkannya dalezn Berita
Negara Republik Indonesia.

¥
Ditetapkan di 4 a kK a r ¢

€l

Pada tangeal 22 Desewmber 19868

-

FMENTERT KBUANGAW

1 tid.

Je.B. SUMARLIN
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SURAT KETERANGAN

No

Yang bertandas tangan di bawah ini
N amasa : Sntardji
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Menerangkan bahwa

Nama : Ariefia Windhi Ssari
Nomor Mshasiswa : 93.20.1016/93.6.111.01000.50017
Program/Jurusan : Fakultas Hukum

Hahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian
di Asursansi Jiwa Bumi Asih Java di Jalan Pemuda Bo. 169
Semarang sejak tanggal 20 Februari s/d 15 Hei 1998

Demikian untuk menjsdikan periksa dan maklum.

KEep. Tata Usaha




SURAT EETERANRGAN

Ho

Yang bertanda tangan di bawsh ini
N ama : Sotar COnggal
Jabhatan : Kepala Penjuslan

Meneranghan bahwsa

B ama : Ariefia Windhi Sari
Homor Mahasiswa : 93.20.1016/93.6.111.01000.50017
Program/Jurusan : Fakultas Hukunm

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian
di Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Semarang sejak tanggal 20
Februari s/d 15 Hei 1998

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum.

ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

Eep. Penjualan

Perpustakaan Unik



SURAT KETERANGAN

No

Yang bertanda tangan di bawah ini
H ama : Wimbo Bintoro, SH.
J abat an : Kepala Pimpinan Ravan

Menerangkan bahwa

N ama : Ariefia Windhi Sari
Homor Mahasiswa : 93.20.1016/83.6.111.01000.50017
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Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian
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Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum.

AJB BUMIPUTERA 1912 JAYA

Eantor Rayon Semarang

. .. WIMBO BINTORO, SH

Kep. Pimpinan Rayon
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH P}‘;”k’ﬁf Uik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA TINGKAT 1)

JI. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMED;%}Q\SF! RESEA . SURVEY
Nomor 0 9 et i Wi ¥
DASAR : Surat Gubernur Prgﬁf‘rs!l Jawa Tengah tanggal%ﬁ *uslus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIlI/72. "

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemd'nnlah-Proprmql?l].erah Tingkat | Jawa Tengah
(9. 46~ Februars ~4QGQ8 - .. 10. 070/ 53 /T /4 QG-

2. Suratdari .Dakan-Fak .- Hukumn- UNIM.' -Boegijapranata-Semarang
tgt. .41 Eehruari 18%1.3&” YU(nsmor B.2,02/3235/UKS-05/11/98

Yang bertanda - tangan di bawali ini Kelua Badan Peréncanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT | ). bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propmsn Dgerah 'Ilngkat [ Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh 2

L. Nama ‘ARIEFIA WINDHI SART - 1
2. Pekerjaan 'MAHASTISWA iy ; . "I"“.?i
3. Alamat ‘MERBAU UTARA DALAM III/2O Semarangf‘, . m‘“
4. Penanggungjawab  :Y, BUDI SARWO, SH. MH,
5. Maksud tujuan ‘Untuk Skrkpsl berjudul :
research/survey "PENGARUH SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 1250/
KMK,(13/1998 TENTANG USAHA ASURANSI JIWA TERH/ADAP
6 Lokas  PERKEMBANGAN ASURANSI JIWA DI SEMARANG

Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan uniuk lujuan fertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus terlebil da-
hulu melaporkan kepada Penguasa Dlaerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
TINGKAT | Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

Dikeluarkan di : SEMARANG



PEMERINTAH 'PROPINSI DAERAH TINGKAT _I JAWA TENGA PerpustaI:Z:i Unik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

. . — — e F s e Ll

16 Februari 1998

Semarang,
Kepada Yth. :
nor - R/589/P/II/1998
[ 01 t bar.
tpiran : 1 {satu ) leglEr walikotamadia KDH TK II Semarar
hal : Pemberitahuan tentang ey e I OO -
Pelaksanaan Research/
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat | Jawa Tengah, tang-

gll f: e B . Nomor R/589/P/II/1998 ..... . dengan

_hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey

atas nama

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey

BAPPEDA Tk. [ Jateng ( terlampir ).

Besar harapan kami. agar Saudara mengambil langkah - langkah perslapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

E
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